PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN KEPALA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG
PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KARTU TANDA ANGGOTA
DAN KARTU PENUNJUKAN ISTRI/SUAMI
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa tata cara penerbitan dan penggunaan kartu
istri/suami elektronik di lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penerbitan
dan Penggunaan Kartu Tanda Anggota dan Kartu
Penunjukan Istri/Suami di Lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia sudah tidak sesuai dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan,
sehingga perlu dicabut;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan  Kepolisian Negara Republik tentang

Pencabutan  Peraturan Kepala Kepolisian Negara


http://portal.divkum.polri.go.id

Mengingat

Menetapkan

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Penerbitan dan Penggunaan Kartu Tanda Anggota dan
Kartu Penunjukan Istri/Suami di Lingkungan

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KARTU TANDA
ANGGOTA DAN KARTU PENUNJUKAN ISTRI/SUAMI
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku, Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2010 tentang Penerbitan dan Penggunaan Kartu
Tanda Anggota dan Kartu Penunjukan Istri/Suami
di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 334), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.


http://portal.divkum.polri.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepolisian ini  dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 November 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

IDHAM AZIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1533


http://portal.divkum.polri.go.id

